Lampiran III Raperda APBD TA 2020

Nomor : 00
Tanggal : 14 October 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi 1 4.04.02 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi 1 4.04.02.01 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

4.04 . 4.04.02.00.00.4 PENDAPATAN 136.475.102.000,00

4.04.4.04.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 136.475.102.000,00

4.04.4.04.02.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 136.475.102.000,00 | Perda No 1 Tahun 2012
Perda No 1 Tahun 2012

4.04 .4.04.02.00.00.5 BELANJA 19.519.499.000,00

4.04.4.04.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.864.999.000,00

4.04.4.04.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9.864.999.000,00 | PP No 30 Tahun 2015 dan PP 18 Tahun 2017
PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017
Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional
Perpres 12 Tahun 2006
Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
PP 80 Tahun 2010
Perpres 12 Tahun 2013
PP 70 Tahun 2015
PP 69 Tahun 2010

4.04.4.04.02.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 9.654.500.000,00

4.04 . 4.04.02 . 04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan 4.994.500.000,00

Keuangan

4.04 . 4.04.02.04 .01 Penyediaan Jasa Kantor 696.000.000,00

4.04.4.04.02.04.01.5.2.1 Belanja Pegawai 26.100.000,00

4.04.4.04.02.04.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 669.900.000,00

4.04 . 4.04.02 .04 . 02 Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor 568.500.000,00

4.04.4.04.02.04.02.5.2.1 Belanja Pegawai 134.035.000,00

4.04.4.04.02.04.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 434.465.000,00

4.04 . 4.04.02.04 .03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.110.000.000,00
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Belanja Modal
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi dan Konsultasr

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan
Perencanaan dan Penggalian Potensi Pendapatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pengendalian Operasional Pendapatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Pendataan dan Penetapan ( PAJAK PBB dan BPHTB )
Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang Bidang I ( Pajak PBB dan BPHTB )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Penagihan dan Keberatan ( PAJAK NON PBB dan BPHTB )
Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan Bidang II ( Pajak non PBB dan BPHTB )

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

SURPLUS / (DEFISIT)

3.110.000.000,00

100.000.000,00

1.200.000,00
98.800.000,00

90.000.000,00

45.549.000,00
44.451.000,00

150.000.000,00

149.622.000,00
378.000,00

280.000.000,00

4.860.000,00
275.140.000,00

475.000.000,00

225.000.000,00

27.530.000,00
197.470.000,00

250.000.000,00

144.217.000,00
105.783.000,00

3.360.000.000,00

2.080.000.000,00

153.210.000,00
1.926.790.000,00

1.280.000.000,00

277.368.000,00
1.002.632.000,00

825.000.000,00

475.000.000,00

60.683.000,00
414.317.000,00

350.000.000,00

89.620.000,00
260.380.000,00

116.955.603.000,00
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Slawi, 14 October 2019
BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH
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